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KEPUTUSAN
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REI(OMENDASI DTWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAI{
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUITG.'AWABAN

AXHIR TAHUN AN(X}ARAN 2O2O

DEWAN PERCIAKILAIY RAI(YAI. DAERAH KOTA MEDAI|

Menimbang a bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan Keterangan Pertanggungiawaban
kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan;

b. bahwa terhadap l,aporan Keteralgan
Pertanggunglawaban kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan pembahasan oleh
Panitia Khusus;

bahwa hasil pembahasan terhadap t aporan Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
adalah rekomendasi berupa saran, masukan, dan atau
koreksi terhadap penyusunan perencanaan pada tahun
be{alan dan tahun berikutnya, Penyusunan Anggaran
pada tahun be4'alan dan tahun berikutnya dan
penyusunan peraturan daerah, peraturan kepaia daerah,
dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;

d. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf
c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
to92l;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 35g1);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomom 47, Tambahankmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendarahan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440O);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomorl26, Tambahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undangan-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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9. Undang-Undang Nomor l TTahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralg,at,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor
l8l,Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Intansi Pemerinta}r
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 1 4);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 7
Nomor 106, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);



4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
61971;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20i9 tentang
[a.poran dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
AaTl;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peratural pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2O20 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Penyusunal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17Btl;
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23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 20O9
tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan
(LembaranDaerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2O11
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Medan Tahun 2Ol1-2O31 (t embaran Daerah Kota Medan
Tahun 2Ol 1 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan l,embaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
(lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun
2OL6-2O21 Medan (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun
20i9 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020
Nomor 3);

29. Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang
Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Nomor 2);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1.

2.

3.

Penyampaian Laporan Keterangan pertanggungiawaban
(LKPJ) Akhir Ta,hun Anggaran 2O2O, yang disampaikan
oleh Kepala Daerah dalam Rapat paripurna DpRD Kota
Medan Tanggal 29 Maret 2O2l;

Hasil Rapat Badan Musyawarah DpRD Kota Medan
Tanggal 19 Apnl 2O2l;

Laporan Panitia Khusus Pembahasan Tentang L,aporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKpJ) Akhir Tahun
Anggaran 2O2O dalarrr Rapat Paripurna DpRD Kota
Medan Tanggal 26 Apnl 2021.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAIY DEWAI{ PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAIT TENTANG REKOMENDASI DEUIAN
PERWAXILAI{ RAIffAT DAERAII KOTA MEDAN
TERIIADAP LAPORAil I(BTERAI{GAN
PERTAI{G}GI.,IIGJAWA'BAII lLXpJl AI(HIR TAHUIY
AT{GGARAN 2O2O.

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpJ)
Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan saran, masukan,
dan atau koreksi terhadap penyusunan perencanaan pada
Tahun 2021 dan tahun berikutnya, penyusunan
Anggaran pada tahun 2O2l dan tahun berikutnya dan
penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
dan/atau kebijakan strategis Wali Kota Medan yang
dituangkan dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari
keputusan ini dan disampaikan kepada Wali Kota Medan
untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kota Medan kedepan.
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KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan kembali, jika temyata dikemudian hari
terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Dltetapkan di Medan
Pada tanggal 24Apfil 2O2L

DEWAN PERWAISLAI{ RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

Wakil Wakil Ketua, Wakil Ketua,

H. IITWAN RrTOUGA,S.E.,U.trI H. RAJITDIIT SAGIILA,S.Pd.I H.T BNIRUItrSYAIr,S.H.,M.H

Tembusan:

WaIi Kota Medan;
Pimpinan DPRD Kota Medan;
Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan;
Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan;
Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan;
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan ;

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan;
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;
Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan.
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HASYIM, S.E


